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Peneral)3n lJndang-undang no. 22 tahun 1999 telah memberikan 
wewenang kel}ada daerah, termasuk desa untuk melaksanakan 
Ilemerintahan dan rumah tangganya sendiri tanpa eamlJUr tangan dari 
pemerintahan pusat. Undang-undang tersebut telah meneiptakan perluasan 
ranah publik di tingkat desa salah satunya yaitu adanya kesempatan bagi 
masyarakat desa untuk memilih orang orang yang duduk di jabatan publik 
(eari1,,). Pengaturan tersebut dijelaskan di dalam Peratllran Daerah no.2 
tahun 2002, Kabupaten Tulongagung ten tang tata eara pengangl{atan dan 
pencalonan Perangl<at Desa. Yang menjadi persoalan ialah bagaimana 
masyarakat desa menggunakan kesempatan sebagai perwujudan hak 
politiknya di tingl<at desa. 

Penelitian ini diarahkan untuk mengetabui bagaimana pengaruh 
kekuatan politik lokal dalam proses pemiliban perangkat desa, bagaimana 
konflik yang terjadi, mengetahui resistensi konflik yang terjadi pada 
pcmilihnn bebcrall3 I}cmilihan pejabat publik yang terjadi di kedlla Desa. 

, D~sn-desa yang diteliti adalah Desa Ngepeh dan Desa Bandung Kabupaten 
Tulungagung. ' , 

Proses pemilihan tersebut tentu saja tidak bisa dipisahkan dari para 
Ilemilik kekuatan (Jolitik lol{al yang mempunyai pengaruh untuk 
memobilisasi pada waktu pemilihan. Mereka mempunyai tujuan untuk tetap 
dallat memllcrtahankan eksistensi pengaruhnya di Desa, sebagian dari 
mereka mempunyai motif "lleningkatan" kompetisi" karena pernah kalah 
pad a pemilihan-pemilihan pejabat publik yang terjadi sebelumnya. Konflik
konflik tersebut bukanlah konflik yang banya terjadi pada waktu proses 
pemilihan ini sa,ia, tetapi merupakan ulangan dari konflik-konflik yang 
terjadi pada pemilihan-pemiliban pejabat publik sebelumnya yang terjadi di 
desa. Sebab-sebab konflik dan elit lokal yang berkonflik ternyata adalah 
tokob-tokoh yang sama. 

Pemilik kekuatan politik lokal yang paling berpengaruh dalam 
proses Ilemilihan perangkat Desa di kedua Desa ini adalah botoh, dengan 
uang yang dimiliki mereka dapat mepengaruhi dan memobilisasi 'massa 
pada proses pemilihan. Sedangkan fenomena yang lain terjadi di Desa 
Bandung, dimana Ileran ketua RT dan RW sangat menonjol di dalam 
memobilisasi massa di lingkungannya. 
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